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ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta
merupakan isu penting yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem perairan dan
keberlanjutan sumber daya alam perikanan. Peredaran ikan invasif di Yogyakarta
terjadi begitu masif dan memiliki beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di
Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak
hukum dalam menanggulangi peredaran ikan invasif di wilayah tersebut. Sehingga
penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum peredaran ikan invasif di
Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hukum responsif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan
mengunakan teori hukum responsif sebagai pisau analisis penegakan hukum
terhadap peredaran ikan invasif di Y ogyakarta. Data dikumpulkan dari sumber lisan
dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa wawancara dengan Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sedangkan sumber tertulis yaitu dari buku dan jurnal yang terkait dengan
pembahasan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan
yang mengatur tentang peredaran ikan invasif, seperti Permen KP No. 19 Tahun
2020 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penegakan
hukum di Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum
maksimalnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia dan
fasilitas pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
perikanan. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat ultimum
remedium (tindakan terakhir) membuat langkah preventif lebih diutamakan, namun
kurang efektif dalam mencegah peredaran ikan invasif. Dengan demikian
penggunaan teori hukum responsif Phillip Nonet bisa menjadikan penegakan
hukum peredaran ikan invasif lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ikan Invasif, Peredaran Ikan.
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ABSTRACT

Enforcement of laws against the distribution of invasive fish in Yogyakarta is an
important issue related to the preservation of aquatic ecosystems and the
sustainability of fisheries resources. The distribution of invasive fish in Yogyakarta
occurs on a massive scale and presents several challenges. This study aims to
analyze the implementation of law enforcement against the distribution of invasive
fish in Yogyakarta and to identify the obstacles faced by law enforcement agencies
in tackling the spread of invasive fish in the region. Therefore, the author is
interested in examining the law enforcement of invasive fish distribution in
Yogyakarta. In this study, the author uses the theory of responsive law.

This research employs an empirical legal research method, utilizing the theory of
responsive law as an analytical tool for law enforcement against the distribution of
invasive fish in Yogyakarta. Data were collected from both oral and written
sources. Oral sources included interviews with the Regional Marine and Fisheries
Office of the Special Region of Yogyakarta, the Animal, Fish, and Plant Quarantine
Agency of the Special Region of Yogyakarta, and the Regional Police of the Special
Region of Yogyakarta. Written sources included books and journals related to the
discussion of this thesis.

The results of this study indicate that although regulations governing the
distribution of invasive fish exist, such as Ministerial Regulation KP No. 19 of 2020,
law enforcement in Yogyakarta still faces various challenges. These include
insufficient coordination between agencies, limited human resources and
supporting facilities, and a lack of awareness among the public and fishery business
operators. Additionally, the law enforcement approach, which remains ultimum
remedium (a last resort measure), prioritizes preventive actions that are less
effective in preventing the distribution of invasive fish. Therefore, applying Phillip
Nonet's theory of responsive law could make law enforcement against invasive fish
distribution more effective.

Keywords: Law Enforcement, Invasive Fish, Fish Circulation.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan tidak kurang
dari 13.466 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam) pulau yang sudah
bernama dan sekitar 11.000 (sebelas ribu) diantaranya berpenghuni, dikenal
sebagai salah satu negara Mega-Biodiversity dengan tingkat endemisitas yang
tinggi.! Dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, dengan
luas laut sebesar 5,8 (lima koma lima) juta km? (lima koma delapan juta kilo
meter persegi). Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luas,
Indonesia diakui secara Internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan
dalam United Nation Convention On the Law of the Sea (UNCLOS) tahun
1982.2 Sebagai negara maritim, perairan Indonesia telah menjadi sumber
kehidupan masyarakat dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa
Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman manusia terus memanfaatkan
sumber daya alam perairan Indonesia untuk berbagai kepentingan namun
seringkali melupakan bahwa sumber daya air harus dijaga.

Indonesia mengalami tingkat penurunan keanekaragaman hayati
(biodiversity loss) yang cukup tinggi. Namun data mengenai tingkat ancaman
dan kepunahan jenis dimaksud sulit didapat karena kompleksitas dalam

menentukan apakah jenis tumbuhan atau satwa tersebut telah benar-benar

U'LIPI Kementerian PPN, Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia, (2014), hlm. 1.
2 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah
Perairan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.
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punah. Walaupun sulit untuk menetapkan kepunahan suatu jenis tumbuhan
ataupun satwa, Indonesia mengalami kepunahan satu jenis tumbuhan/satwa per
hari dan setidaknya 50 (lima puluh) jenis tumbuhan/satwa akan punah setiap
tahunnya dan sekitar 20 — 70 % (dua puluh sampa tujuh puluh persen) habitat
asli telah punah. Beberapa pihak menyatakan bahwa Indonesia mungkin telah
kehilangan banyak jenis tumbuhan dan satwa berharga sebelum mengetahui
nilai dan kegunaannya.?

Penyebaran jenis invasif, baik yang berasal dari dalam negeri (antar
pulau dan lokal/setempat) maupun luar negeri (asing) menyebabkan semakin
terdesaknya jenis-jenis dan ekosistem asli. Jenis Asing Invasif (JAI), baik
berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain
telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup
berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragam hayati.* Jenis Asing
Invasif (JAI) adalah spesies yang diintroduksi secara sengaja atau tidak
disengaja yang berasal dari luar habitat alaminya, dimana mereka memiliki
kemampuan untuk membentuk diri mereka, menyerang, berkompetisi dengan
spesies lokal/asli dan mengambil alih lingkungan barunya.’

Introduksi JAI, selain mengancam sistem ekologi, pada gilirannya juga
akan menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Secara langsung
introduksi JAI ini lebih banyak berpengaruh pada jenis dan ekosistem. Karena

sifatnya yang mengalami pertumbuhan (growing), pada umumnya dampak

3 National Geographic Indonesia (http://www. kkp.go.id) Di akses pada tanggal 08 Januri
2025 pukul 11.25 WIB.

4 Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi
Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia, (Jakarta: 2015), hlm. 2.

5 Ibid, him. 5.




yang muncul tidak dapat langsung terlihat atau disadari dan baru menjadi
perhatian setelah timbulnya gangguan akibat penyebaran yang cepat dan
menekan pertumbuhan populasi jenis lokal.®

Sebagai negara dengan kekayaan jenis ikan air tawar nomor 2 (dua) di
dunia, Indonesia tetap mendatangkan jenis-jenis ikan asing atau introduksi dari
luar negeri dengan tujuan memperkaya jenis yang telah ada.” Sebagian besar
ikan yang didatangkan dari luar daerah mempunyai sifat invasif. Meffe et al,
menyebutkan ikan invasif mampu bereproduksi dan tumbuh dengan cepat,
mudah beradaptasi, mempunyai kemampuan tolerasi terhadap lingkungan yang
tinggi. lkan asing invasif ini juga mempunyai sifat sebagai predator,
kompetitor, agen penyebar parasit dan pembawa penyakit bagi komunitas ikan
asli sehingga keberadaanya mengancam keanekaragaman dan kelestarian ikan
suatu ekositem.®

Ikan hias yang terdapat pada toko ikan sebagian besar merupakan ikan
introduksi yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Ikan-ikan introduksi
tersebut berpotensi menjadi ikan invasif. Cotohnya seperti Palmas (Polypterus
senegalus) dan cupang (Betta splendens) merupakan introduksi yang mampu
beradaptasi secara baik di lingkungan baru. Ikan molly (Poecilia sphenops)
mampu beradaptasi dengan mudah dan saat ini sudah mampu hidup di air payau
dan tergolong ikan omnivora sehingga mudah mendominasi suatu perairan.

Keberadaan  ikan  introduksi  tersebut  berpotensi = menyebabkan

6 Ibid, him. 2.

7 Gema Wahyu Dewantoro, Jenis Tkan Introduksi dan invasif asing di Indonesia, (Jakarta:
LIPI Press, 2016), Him. 173.

8 Sentosa AA, Hedianto DA. Kajian Risiko Keberadaan Ikan Asing di Danau Matano.
Dalam: Lukman (ed) Prosiding Pertemuan llmiah Masyarakat Limnologi Indonesia Tahun 2017.
(Bogor: Masyarakat Limnologi Indonesia), hlm. 204-211.



ketidakseimbangan lingkungan. Tiga dampak dari keberadaan ikan introduksi
yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan, kemudian kesehatan satwa
liar serta yang ketiga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dampak terhadap
lingkungan dan kesehatan satwa terkait ikan introduksi dapat menjadi predator,
parasit, kompetitor, agen masuknya pathogen ke dalam lingkungan, dan
kemungkinan terjadinya perkawinan silang yang akan mengancamam ikan
asli.’?

Menurunnya populasi ikan lokal yang disebabkan oleh maraknya
perkembangan ikan invafis di perairan Yogyakarta bisa menjadikan
berkurangnya juga pendapatan masyarakat khususnya para nelayan yang
menggantungkan hidupnya pada ketersediaan ikan lokal konsumsi. Peredaran
ikan invasif jika tidak diawasi dengan ketat dan kesadaran masyarakat yang
tinggi memiliki dampak begitu besar. Faktor lain seperti beberapa toko ikan di
wilayah Yogyakarta yang menjual belikan beberapa ikan invasif yang
disebabkan juga banyak peminat ikan invasif di Yogyakrata. Kelalaian
masyarakat dalam memelihara sering juga menjadi faktor maraknya ikan
invasif di alam liar karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan
bahaya ikan invasifjika terlepas di alam liar, hingga bahkan didapati juga pihak
yang sengaja melepaskan ikan invasif di alam liar.

Penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif sudah seharusnya
dilakukan secara maksimal demi menjaga kelestarian alam. Indonesia telah
meratifikasi United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) dengan

% Iromo, Rina, Ibramsyah K, Antel, Atik L, Tkan Invasif Yang Berpotensi Mengancam
Keanekaragaman Sumber Daya Ikan di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.



terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia
telah berkomitmen untuk menetapkan sistem kawasan lindung atau kawasan
yang memerlukan tindakan khusus untuk melestarikan keanekaragaman hayati,
mengatur atau mengelola sumber daya hayati untuk konservasi
keanekaragaman hayati dengan tujuan kelestarian dan pemanfaatan
berkelanjutan.!” Dalam rangka pelestarian perikanan lokal, terdapat larangan
untuk membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan yang
membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber
daya ikan, dan kesehatan manusia.!! Dengan demikian, ikan asing invasif yang
mempunyai sifat sebagai predator, kompetitor, agen penyebar parasit dan
pembawa penyakit bagi komunitas ikan asli dapat dikategorikan sebagai jenis
ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan serta
lingkungan sumber daya ikan.

Dalam  kasus  penegakan  hukum terhadap orang yang
memelihara/menjual-belikan ikan spesies invasif diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,

mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang

merugikan masyarakat, budidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau

lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention
On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman
Hayati).

! Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014, Pasal 3 ayat
(D).



pengelolaan perikanan Republik Indonesia, akan dikenai sanksi pidana

penjara  maksimal  enam  tahun  dan  denda  hingga
Rp1.500.000.000,00” .12

Penegakan hukum terhadap praktik memelihara dan atau menjual ikan
spesies invasif di Yogyakarta masih lemah atau bahkan tiada. Ketiadaan
penegakan hukum mengakibatkan permasalahan yang seharusnya serius
dipandang menjadi permasalahan biasa saja atau bahkan tidak berarti. Suatu
kesalahan yang terus menerus dibiarkan menjadi kebiasaan dan akhirnya
menjadi normal. Kenormalan inilah yang seharusnya dicegah atau dirubah.
Memelihara dan memperjualbelikan ikan spesies invasif adalah hal buruk atau
salah, undang-undang pun sudah dikonsepsikan untuk mendukung pernyataan
tersebut. Kembali lagi pada pemerintah melalui aparat penegak hukum dan
instansi-instansi yang berwenang untuk mewujudkan realita sesuai dengan
kepentingan terbaik bangsa Indonesia.

Penegakan hukum pada dasarnya menjadi kewajiban seluruh
masyarakat akan tetapi yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menegakan
hukum peredaran ikan invasif adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pihak Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Kedua instansi ini memegang tanggung jawab mengenai
keberadaan, pembudidayaan, serta penyebaran ikan invasif berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan di Negara ini. Dengan masih ditemukannya

keberadaan ikan invasif khususnya di Wilayah Yogyakarta menjadikan sebuah

12 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 88.



pertanyaan bagaiaman kedua instansi ini dalam menegakan hukum, apakah
penegakan hukum peredaran ikan invasif di Yogyakarta sudah optimal atau
masih terjadi kendala-kendala yang masih menjadi alasan masih ditemukannya
keberadaan ikan invasif.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum terhadap peredaran ikan infasif
yang berfokus pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan
Perikanan dan Kepolisian Daerah di Yogyakarta.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di
Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif di

Yogyakarta?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan
yang dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran
ikan invasif di Yogyakarta
b. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan peredaran

ikan invasif di Yogyakarta.



2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah
ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi
penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan
dengan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana
peredaran ikan invasif, serta menambah wawasan bagi masyarakat
ataupun akademisi dalam bidang kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis
Sebagai masukan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan
mempu menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek
yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah
pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan
diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur
terkait dengan tema “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ikan Invasif di
Kota Yogyakarta” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki
variabel tema serupa, namun secara spesifik memiliki perbedaan.

Karya pertama adalah skripsi yang berjudul “Larangan Pembudidayaan
Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh

Siti Saumi Miftohul Janah menurut penulis sanksi tegas harus ditegakkan,



dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
pembudidayaan ikan yang membahayakan sangat besar, yaitu dapat merusak
lingkungan sumber daya ikan di perairan Indonesia dan dapat mengancam
kesehatan/keselamatan manusia. hukum islam berpandangan bahwa
pembudidayaan ikan yang membahyakan termasuk kedalam kejahatan jarimah
ta'zir tentunya dengan sanksi tegas.'> Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Skripsi yang
ditulis oleh Siti Saumi Miftohul Janah berfokus pada pembudidayaan ikan yang
membahayakan Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah
penegakan hukum peredaran ikan invasif.

Karya kedua adalah jurnal yang berjudul “Sebaran, Potensi Introduksi,
dan Pengendalian Ikan Berbahaya/invasif dan Berpotensi Invasif di
Yogyakarta dan Sekitarnya” yang ditulis oleh Himawan Achmad. Menurut
Himawan Achmad Pengendalian penyebaran ikan berbahaya, invasif dan
berpotensi invasif di Indonesia terutama bertumpu pada pelarangan lalu lintas
ikan pada pintu pemasukan dan pengeluaran, belum terhadap peningkatan
kesadaran dan peran serta masyarakat. Di lain pihak, regulasi yang mengatur
lalu lintas ikan tersebut minim dan upaya penegakan hukum terhadap
perdagangan dan budidayanya belum maksimal. Akibatnya 78 (tujuh puluh
delapan) jenis ikan berbahaya dari total 152 (seratus lima puluh dua) yang

dilarang masuk ke Indonesia tersebar di pusat perdagangan ikan hias dan

13 Siti Saumi Miftohul Janah, “Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan
Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
(2023).
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perairan umum'®. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti
tulis terletak pada variabelnya. Jurnal yang ditulis oleh Himawan Achmad
berfokus pada bagaimana sebaran potensi dan pengendalian ikan invasif.
Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penegakan hukum
peredaran ikan invasif.

Karya ketiga adalah jurnal yang berjudul “Efektifitas Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil” yang ditulis oleh Setyawan Pramularsih. Menurut penulis Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2019 adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan
tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan
karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan
dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan
pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia
hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa
langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain,
dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia'®.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada
variabelnya. Jurnal yang ditulis Setyawan Pramularsih berfokus pada
efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik

pegawai negeri sipil Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah

4 Himawan Achmad, “Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan

Berbahaya/invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya” Jurnal Penelitian
Perikanan Indonesia, (2018), hlm. 61-72.

15 Setyawan Pramularsih, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. No. 2,
(2020).
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penegakan hukum peredaran ikan invasif.

Karya keempat adalah jurnal yang berjudul “eksistensi penyidik
pegawai negeri sipil perikanan dalam sistem peradilan di Indonesia” yang
ditulis oleh Julfikri Hasan. Menurut penulis Penegakan hukum tindak pidana
di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 45 Tahun
2009 tentang Perikanan yang kemudian menetapkan tiga lembaga sebagai
penyidik yakni PPNS Dinas Perikanan, TNI-AL, dan Polri. Dimana secara
kewenangannya PPNS Perikanan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas
dibandingkan dengan TNI-AL maupun Polri. Namun berdasarkan pada
kenyataannya terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh negara
(pemerintah) dalam rangka memperkuat eksistensi/kedudukan dari PPNS
Perikanan, karena dalam upaya melakukan kewenangan penegakan hukumnya
masih mengalami hambatan, sehingga berakibat tidak maksimal fungsi dan
peran PPNS Perikanan yang apabila terjadi pelanggaran dibidang perikanan.
PPNS perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana dibidang
perikanan, terdapat prosedur yang panjang, secbagaimana diketahui bahwa
dalam pengaturan tentang proses penyidikannya tidak diatur secara rinci seperti
proses penyidikan dikepolisian serta PPNS Perikanan harus melapor pada
penyidik polri yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.'® Jurnal yang
ditulis oleh Julfikri Hasan berfokus pada fungsi dan kewenangan PPNS
Perikanan sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada

bagaimana penegakan hukum oleh PPNS Perikanan.

16 Julfikri Hasan, “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, Vol 7 No. 2, (Desember 2020), hlm. 271.
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Karya kelima adalah jurnal yang berjudul “Sebaran dan Potensi
Pelepasliaran lkan Asing Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya
Pengendalianya di Yogyakarta” yang ditulis oleh Himawan Achmad. Menurut
penulis Penyebab utama tingginya potensi pelepasliaran ikan karena kurangnya
sosialisasi peraturan perundangan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya
pengetahuan, kesadaran dan tanggungjawab responden tentang dampak
pelepasliaran terhadap lingkungan. Terbatasnya peraturan perundangan daerah
juga berperan dalam tersebarnya jenis ikan asing (LIPI 2015). Menurut
Azevedo-Santos et al. (2015) dan Eiswerth et al. (2011) diseminasi informasi
secara berkelanjutan terhadap suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan
rasionalitas dan kesadaran akan konsekuensi hukum pelepasliaran. Di lain
pihak, tingginya tingkat pemanfaatan jenis ikan invasif/berpotensi invasif
memberikan omset yang signifikan. Sehingga, implementasi tertib
perundangan di lapangan dapat memunculkan resistensi.!” Jurnal yang ditulis
oleh Himawan Achmad berfokus pada bagaimana penyebaran ikan invasif bisa
terjadi sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada bagaimana

penegakan hukum peredaran ikan invasif.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsif adalah teori hukum yang berpandangan bahwa hukum

merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai

17 Himawan Achmad, Hendri Novianto, Sebaran dan Potensi Pelepasliaran Ikan Asing
Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya Pengendalianya di Yogyakarta, (Surakarta: Prosiding
Seminar Nasional III Pasca Sarjana UNS, 2019), him. 148.
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melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak
oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu
komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang
menonjol dari konsep hukum responsif adalah pergeseran penekanan dari
aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan serta pentingnya kerakyatan baik
sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang
akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum
dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri
khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam
peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka
menyatakan ketidak setujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai
interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.'®

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berjudul Law and Society in
Transition, Toward Responsive Law disimpulkan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang

9 Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi

dianutnya.
subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain,
hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sebaliknya
dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral

dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi

hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa. Hukum responsif

18 Henry Aryanto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnalica,
Volume 7, No. 2, Hal.119

19 Philippe Nonet, Philip Selznick, Hukum Responsif. Pilihan di Masa Transisi, (Jakarta:
Ford Foundation-HuMa, 2003), hlm. 58.
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merupakan sebuah model yang bersifat sociological jurisprudence, yaitu
pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang
bangun hukum yang relevan secara sosial.?’ Dengan kata lain, sociological
jurisprudence merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan
sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari
institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan
responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-
ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe
hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-
perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam
pandangan Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari
sociological jurisprudence dan realist jurisprudence.”*' Dua doktrin tersebut
memang dimaksudkan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih
empirik dengan fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum,
dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

Penerapan teori hukum responsif Phillip Nonet dalam penegakan
hukum terhadap ikan invasif di Indonesia dapat dilihat dari pendekatan yang
menekankan pada penyesuaian hukum dengan kondisi sosial dan ekologis yang
terus berubah. Menurut Nonet, hukum harus bersifat responsif terhadap
kebutuhan dan tantangan masyarakat, dan bukan hanya sebagai alat untuk
penegakan otoritas yang kaku. Dalam konteks ikan invasif, Indonesia, sebagai

negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menghadapi

20 Rafael Don Bosco, Hukum Responsif : Pilihan Di Masa Transisi, (Jakarta : Huma,
2003), hlm. 43.
2! philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, hlm. 60
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tantangan besar dalam mengendalikan spesies invasif yang dapat merusak
ekosistem perairan lokal. Teori hukum responsif mengharuskan pemerintah
untuk lebih fleksibel dan cepat dalam merespons penyebaran ikan invasif, baik
melalui pengawasan yang lebih intensif, pembaruan regulasi yang adaptif,
maupun penegakan hukum yang tepat sasaran, sesuai dengan dampak yang
ditimbulkan.

Lebih lanjut, teori hukum responsif Nonet mendorong terciptanya
hubungan yang lebih baik antara negara dan masyarakat dalam penegakan
hukum terkait ikan invasif. Hukum yang responsif mengedepankan partisipasi
masyarakat, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, dimana banyak
masyarakat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian
mereka. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menuntut kepatuhan semata, tetapi
juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian ikan
invasif. Misalnya, dengan melibatkan nelayan, petani ikan, dan kelompok
masyarakat lainnya dalam program edukasi dan pelaporan, serta memberikan
insentif bagi mereka yang berperan aktif dalam pengendalian ikan invasif,
maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan berbasis pada kerjasama
kolektif. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan teori hukum
responsif sebagai teori hukum yang memuat pandangan kritis dengan
menjadikan hukum sebagai tujuan. Dengan kata lain, aturan tersebut belum

memberikan respon terhadap aspirasi sosial akan kebutuhan masyarakat??

22 Leny Rosdiana, Hukum Dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram Dalam Melakukan
Endorsement Kosmetik Ilegal Di Instagram. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2021
vol. 10 No. 1 Hlm 4, DOI: https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/10.1.3/pdf
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Selain itu, penerapan teori hukum responsif juga mengharuskan adanya
fleksibilitas dalam peraturan yang mengatur perdagangan dan penyebaran ikan
invasif. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada
sanksi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan
penelitian terbaru mengenai spesies invasif. Hal ini penting karena ekosistem
perairan Indonesia sangat dinamis dan terus berubah, sehingga peraturan yang
ada perlu disesuaikan untuk menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul.
Hukum yang responsif, sesuai dengan pandangan Nonet, dapat mendorong
terciptanya regulasi yang lebih inovatif, seperti pelarangan atau pembatasan
spesies invasif yang terus berkembang, serta penerapan sistem pemantauan dan
pelaporan yang lebih efisien. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia
bisa lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman yang

ditimbulkan oleh ikan invasif.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode empiris, metode ini adalah metode
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang
hubungan masyarakat, lingkungan, dan hukum dengan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian
lapangan (field research). Jenis penelitian yang berorientasi pada
pengumpulan data empiris di lapangan, penyusun melakukan penelitian

langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.?

2 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.
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Penelitian dan analisis penelitian didasarkan pada teori-teori hukum yang
ada. Selain itu didasarkan juga pada peraturan perundang-undangan dan
doktrin para ahli sebagai data sekunder. Dengan metode ini diharapkan
dapat mengetahui dan memahami bagaimana peredaran dan penegakan
hukum mengenai ikan invasif di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah
penelitian Analisis Deskriptif.>* Dimana penelitian analisis deskriptif ialah
penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku
ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini akan
meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan
sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan
fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis guna menjawab rumusan
masalah utama dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan = penelitian menggunakan yuridis = empiris. Peneliti
menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap
efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam
masyarakat serta fakta dan peristiwa yang berada di lapangan.

4. Sumber Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

24 Suci Haryati, Metodologi Penelitian 1, (Bandung: Media Sains,2020)
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Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk
menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan
sumber data primer dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Yogyakarta.

b. Sumber Hukum Sekunder
1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2) Buku-buku hukum;
3) Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum;

4) Jurnal-jurnal hukum Nasional dan Internasional;

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

a. Observasi
Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung
mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara
valid. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara
lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dlI.
Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi
secara sistematis terhadap kegiatan interaksi subjek penelitian.
Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat
dengan teliti sesuai yang dikaji dalam penelitian.

b. Wawancara
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Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan
sumber data (narasumber). Dalam penelitian ini wawancara akan
dilakukan dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan
dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran ikan
invasif di Kota Yogyakarta

c. Dokumentasi
Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan
semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam
hal ini dokumentasi adalah dokumen untuk melengkapi data dari
wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat,
gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan
penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis deskriptif

dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai

keadaan atau gejala yang dihadapi.

7. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Balai

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Y ogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap

Peredaran Ikan Invasif di Yogyakarta”. Sistematika kepenulisan yang akan
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digunakan terbagi menjasi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni membahas mengenai tinjauan umum terkait dengan
penegakan hukum terkait tindak pidana peredaran ikan invasif dan tinjauan
umum terkait penyebaran ikan invasif.

Bab ketiga yakni membahas mengenai gambaran umum tentang
peredaran dan penegakan hukum tindak pidana peredaran ikan invasif di
Yogyakarta.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai upaya
penegakan hukum peredaran ikan invasif di Yogyakarta. Sub bab kedua
menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan
invasif di Yogyakarta

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-

saran yang berguna bagi kemajuan hukum peredaran ikan invasif.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penegakan hukum peredaran ikan invasif dilakukan oleh tiga intsansi yang
pertama Dinas Kelautan dan Perikanan, yang kedua adalah Balai Karantina
Hewan Ikan dan Tanaman, dan yang ketiga kepolisian Menurut
kesimpulan penulis penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di
Yogyakarta menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal
implementasi dan pengawasan. Meskipun sudah ada regulasi yang
mengatur, seperti Permen KP No. 19 Tahun 2020 dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun permasalahnya terletak
pada efektivitas penerapan aturan tersebut. Ketiga lembaga itu seringkali
terbentur oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun
fasilitas. Hal ini menyebabkan proses penindakan terhadap peredaran ikan

invasif tidak maksimal.

Upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif terkendala di
tingkat pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan,
pembudidaya, dan masyarakat yang memelihara mengenai dampak negatif
ikan invasif terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan,
masih sangat rendah. lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran
hukum di tingkat masyarakat mauapun di sumber daya manusia penegak
hukumnya yang tidak bisa melakukan pencegahan dan penangan secara
optimal. Dengan begitu pencegahan dan penanganan peredaran ikan

invasif di Yogyakarta masih belum maksimal.
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B. Saran
Menurut penulis untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa
diambil. Pertama, peningkatan kapasitas dan sumber daya pada lembaga-
lembaga terkait sangat diperlukan. Pelatihan bagi petugas pengawasan,
pemberian fasilitas yang lebih memadai, serta penguatan mekanisme
koordinasi antar lembaga akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan
penegakan hukum. Kedua, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha perikanan tentang
bahaya ikan invasif. Sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis data ilmiah
mengenai kerugian ekosistem dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ikan invasif
akan mendorong perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap peraturan yang
ada. Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas, dengan penerapan sanksi yang
jelas dan disertai dengan pemantauan berkelanjutan, akan memberi efek jera
bagi pelanggar dan mencegah peredaran ikan invasif secara ilegal.
Implementasi pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem
pelaporan online dan aplikasi pelacakan ikan invasif, juga dapat membantu
mempercepat deteksi dan penindakan yang lebih tepat sasaran. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan pengendalian ikan invasif di Yogyakarta dapat
lebih efektif dan terstruktur, serta memberikan dampak positif terhadap

keberlanjutan ekosistem perairan
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